BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap data yang berhasil

didapatkan dalam penelitian ini, maka dapat diarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :
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Dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik
pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sudah
berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait  untuk
mewujudkan hak pendidikan dan pengajaran untuk anak didik
pemasyarakatan baik dengan melaksanakan pendidikan formal maupun
informal dengan melakukan pendidikan agama, pendidikan
keterampilan dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten Purworejo melalui Dinas Sanggar Kegiatan Belajar
(UPTD-SKB) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan program
Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, C yang setara dengan SD, SMP
dan SMA dan telah meluluskan beberapa orang siswa.

Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya dana untuk mendukung
kegiatan belajar mengajar agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik
misalnya kurangnya buku — buku pelajaran yang dapat digunakan
untuk belajar dan juga kondisi psikologis anak didik pemasyarakatan
selama di lembaga pemasyarakatan anak sehingga mempengaruhi

minat untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran. Selain itu masih



kurangnya pihak pengajar yang ingin mengajar di lembaga
pemasyarakatan anak dan tidak adanya kurikulum khusus yang
diberikan oleh pemerintah khususnya departemen pendidikan untuk
anak didik pemasyarakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas I A

Kutoarjo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa

hal sebagai berikut :

A

Disarankan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IT A Kutoarjo, pemerintah dapat
melakukan kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Pemerintah
Daerah dan menggalang kepedulian dengan masyarakat sekitar.

Perlu diadakan evaluasi atau tes psikologi kepada anak didik
pemasyarakatan sebelum dilakukan pembinaan, Hal ini berguna untuk
menentukan kegiatan apa saja yang dapat diikuti oleh setiap Anak

Didik Pemasyarakatan.
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